PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH
Jalan JenderalUripSumoharjo No. Telpon. (0411) 449968 Fax. 449968
MAKASSAR 90231

—

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 2/ I/ Sbiwa/Yanls 2023

TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT

DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWES! SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang :a. bahwa wuntuk tertib penatausahaan keuangan dan
kelancaran teknis pelaksanaan program kerja/kegiatan
Organisasi Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan, perlu menunjuk/mengangkar
Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (PP'K/PITK-
OPD) Sekretariat Daecrah Provinsi Sulawesi Selatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Seloretaris
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang
Penunjukan /Penganglsatan Pcjabat  Penatausahaan
Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Proviusi
Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tclah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan



e

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7

Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021
Nomor 7, Tambahan Lembaran Dacrah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 319):

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2022Nomor 9);



Memperhatikan : 1.

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun

2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran

2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Nomor 1);

Keputusan Gubernur Sulawesi Sclatan Nomor 277 /1/Tahun
2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Untuk
Menandatangani Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan;

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12/I/Tahun
2023 tentang Pengesahan Dokumen Pélaksana Anggaran
Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun Anggaran 2023;
MEMUTUSKAN :

Menunjuk/Mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan dan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Organisasi Perangkat
Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini, dan
dalam pelaksanaan program serta kegiatannya ditunjuk oleh
Pejabat  Pengguna  Anggaran/Pengguna Barang, dan
bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.

Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU, dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi

program dan tanggungjawabnya mempunyai tugas scbagai

berikut :

A. Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat
Daerah (PPK-OPD) Lingkup Sekretariat Daerah dalamn
melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-OPD,
kepala OPD menetapkan pejabat pelaksana [ungsi
Tatausaha keuangan pada OPD sebagai PPK-OPD

mempunyai fungsi :



KETIGA

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan
jasa yang dicampaikan oleh Bendahara Pengeluaran
dan diketahui/disetujui oleh PPTK;

2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU SPP-LS

Gaji dan Tunjangan ASN serta penghasilan lainnya

yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perudang-

undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

Melakukan verifikasi atas SPJ dan Pengajuan SPP;

Menyiapkan SPM;

Melakukan verifikasi harian atas penerimaan,

Melakukan akuntansi OPD dan;

Menyiapkan dan membuat laporan keuangan OPD;

© N o0 kW

Bertanggungjawab atas pelaksanaan penatausahaan

keuangan OPD.

B. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Organisasi Perangkat
Daerah  (PPTK-OPD) Lingkup  Sekretariat Daerah
mempunyai tugas :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

2. Melaporkan perkembangan pelaksaan kegiatan dan;

3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban
pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup
dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen
administrasi yang terkait dengan persyaratan

pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.
Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan pada Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) pada masing-masing Biro Tahun Anggaran
2023.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023
sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan memiliki
kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan. Apabila terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal / & Janusxi 2027

Pj. SEKREZARIS DAERAH
SELAKU ANGGARAN,

Dr. H\A. ASLAM PATONANGI, SII,. M.Si.
PangkatPembinaUtama Madya
NIP. 19640520 199202 1 005

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan (laporan) di Makassar;

2. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulsel di Makassar;
4. Kepala Biro Umum Setda.Provinsi Sulsel di Makassar;

5. Bendahara Pengeluaran OPD Setda. Provinsi Sulsel di Makassar;

6. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.



NO.

NAMAINIP/PANGKATIABATAN

DITUNJUK/DIANGKAT DALAM JABATAN
PENGELCLA KEUANGAN DAERAH SKPD
SEKRETARIAT DAERAH SEBAGA!

PROGRANM / KEGIATAN

KETE

HEFWIN FIRMANSYAH SH MH

Dejabal Dda&ra Teknis Kegatan

19821016 201101 1 000

Bivo Hukum

Penata Tk. |, Iivd

Sekretariat Daerah Provinsi Sulsel.

18) Evauas! dan Penyeanggaaen Pemerintahan
_ Kegiatan Fa: Fasilitasi Kerjasama Daerah, dengan Sub Keglatan -
__16) Fasitas -(eqasm emar Pemedntah

J

1§)_:vd;a§Pdaisanaan Kerjesama._ =

2.1 Program P Penunjang Urasan P Pernerinuhm Daerah Ptovinsl denqan Sub Kegiatan :
Kegiatan Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PFerangkat Daerah. Dengan
‘Sub Kegiatan :

Kepala Bagian Bantuan Hukum _

1) Penyusurian Do Dokuner Pevencanaan PaarLLat Daerah._
2) Koordmasldan Penyus dJnan Dol:umen RKA-SKPC.

—

1 Perubahan RKA-SKPD

___Kgiﬂ\mil i i Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kggl;lini__
i 4) Perlyusur'an Pe»apuram dan Araiisis Progios:s Realisas: Anggaan.

_ 5] Pendidikan dar. Pe'ai'an Pegawel Beldasalkan Tugas dan FLJsI,
6) Sosialisesi Pereturan Peruncang-Undangan.

| Kegiatan Administrasi Jmum Perangkat Daerah, deng

Sub Kedhhn §

7) Penyedizan Barang Cetakan dan ®enggandaan.

8) Fasilitasi Kunjungan Tz mu

9) Penyelenggaraan Rapet Koordnasi dan Konsuitasi SKPD

10) Penatausahaan Arsip Jinamis Pada SKPD.

h

Kegiatan Pengadaan Barang Milik D h Penunjang Urusan Pemerintah D

dengan Sub Kegiatan :

11) Pengadaan Sarena dan Prasarana Gedung Kantor atau Bang.nzr Lainnya.

Kegiatan Penyed Jzsa Penunjang Urusan Pemerintahan Caerah, deng.

12) Penyediazn Jasa Pe'zyanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah P;mj_ag_g Urusan Pemerintahan Daerah,

dengan Sub Kegiatan :

13) Fenyedizan Jasa Per efharazn, Biaya Pemeliharaan dan Pajat Kendaraan Perorangsn

Dinas atau <endzraan Dinas Jsbatan. - S

14) Pemeliherazn/Rehabi~asi Gedung Kentor atau Bangunan Lal Tya. -
___ 15) Pemelharaan/Reniabi~zsi Sarana dan Frasarana Gedung Kanbr atau Bangunan Lamnya.

| 22 Program Fasilitasi dan Koordi

_| 23 Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

2 Mk
r

__Kegiatan Fasilitasi Bantsan Hukum, dengan Sub Kegiat
___ 16) Fasittasi Penyelesaian Masalan Fukum —
____17) Fastites: Penyelesaian Mesalah hon Litigasi dan HAM.

__ Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan, dengan Sub Kegiatan :
_ 18] Pendokumentasian Produk Huakum dan Naskah Hukum Lamg[ o




e ———— e

A EGIATAN
DITUNJUK/DIANGKAT DALAM JABATAN PROGRAM I K
Ny NAMANIPIPANGKATIJABATAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SKPD
SEKRETARIAT DAERAH SEBAGA! =
7 2 <
ordinasi Hukum .
_4 |[Nama |RACCAH, SH..MH Pejabat Paiakeana Teknis Kegean 2.4 Program F Fasilitasi dan Ko Pe,u,.da,.g.u,,dangan_ de“gan 5ub Keg‘mn ‘
NiP 18770104 Zm A — ! — - - = Kegiatan Fasilitasi Penyusunan
F it e - |BiroHukum _____ T R nan Produk Hakum Pengatwran. e
Pangkar Pembna IV'E-L | Sekretanat Daeran Plo.nnsn Susei | 19) Fasitas: Fenyusur

i ia; Fesiitas: Penyusunan Procux Produk Hakum Penetapan.
- 1) Fasirtas: cer Evaluasi Produk Hukur Kabupaten/iota

_—— - —— — - — — - ——- —— — —'—'—'_':':-_-—- i - B . o o - e
5 |Nama 84S0 MANNYURUNG' SH M i _ Pe;abst Pelaksana Teknis Kegiaan | 3.1 Prog Lol 0rgantsas -d;-é;\;llsls Jabatan, dengan Sub Kegiatan ; ~ - - -
—__INIF 19690910 129603 1005 |Biro organisasi Keglatan Faaiitas] Kelembog n Provinsi - — _
- _ |Pangkat |Pembna Tk, Vb __ | Sekretariat Daerah Provinsi Sulse!. 1) Fasilitas"’.ﬁ‘w:_agia_-#@& —_——
—__|Jatatan |Kepala Bagian Kelembegaan dan Analisis Jbatan 2) Fasilitasi Pengtaan Kelembagzan e
3) Penataan Anzliss Jabatan.
& - SO - Penataan Organisasi, dengan Sub Kegiatan : )
| € |Nama Dr. MUHAMMAD TAJFIK, SPt., M.Si Pejabat Pel 1a Teknis Kegiatan 3.2 Program P Org -
~_InE 16581231 19980312038 gi;‘oo nisasi Kegiatan Fasifitasi Reformasi dan Akuntabifitas Kinerja, dengan Sub Keglaum
i ,7 1_Fangka1 Fembna Tk. |, Wb — " | Sekretariat Deerah Provinsi Sulsel. 4) Pembinaan Pelaksanaa_n Rdomfs Birokrasi.
____|Jakatan |Kepala Bagian Refotmasi dan AkuntabilitasKinerja N ) 5) Monitoring da Evaluasi AkunlabllfaS_K‘Q?La___ I
6) Evaluasi Pelaksanaan Budaya Ke'je.
7 |[Nams WIDYAWAT] RUSMAN, SE., M.Si Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 3.3 Program Penurjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan : S——
T |NIE 1€721028 199303 20C4 Biro Organisasi Kegiatan P Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, .
B Pangkat |Fembina Tk. |, IV/o Sekretariat Dzerah Provinsi Sulsel dengan Sub Kegiatan ; )

Jakatan |Kepala Bagian Tatalaksana 7) Penyusunen Dckumen Perencanaar Perargkat Daerah

8) Kocrdinasi dan Penyusunan DokLmen RKA-SKPD
- ] - 9) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubzhan RKA-SKPD.
= o 10) Koordinasi dar Penyusunan DPA-SKPD.
- - 11) Koordinesi dan Penyusunan Per isahan DPA-SKPD S | | F———
i | SE—— — - " 12) Keordinasi dan Penyusunan Laporen Capaian Kinerja dan lcisar Reafsasi Kmerja skkO. | e
i T B 13) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. -

K

B o Kegiatan Administrasi Keuangan =eranglgbaeﬁah, dengan Sub Kegialan ;
| » 14) Koordinasi dan P 1aan Akuntarsi SKPD.

K

— o Kegiatan Admiristrasi Barang Mil k Daerah Pada Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan ;

= T - — B 15) Penyusunan Perencanaan Kebuuhan Barang Miiik Daerah SKPD.

- Kegiatan Admiristrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan;

B s - ‘ = o 16) Pencaman dar Pengolahan Adrrinistras: Kepegawaian.

_ g ____-. - . K Administrasi Umum Perzngkat Daerah, dengan Sub Kegl

! 1 D ) ___17) Penyediaan Homporen Instalesi _strikiPenerangan Bangunen Kantor
. e - i ___18) Penyediaan Perafatan dan Perlengkapan <artor.

-— ] , - L | 19) Penyediean Peralatan Rumah Targga.

. e , - o . | _20)Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandazan.

e — S ), oo | __21)FesiltasiKun .ungan Tamu

B . N .. | ___22)Penyelencga 2an Rapat Ko&rc.nas dar Kon=urtas| SKFD.
|
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